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PENETAPAN
Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Buol
S\ .
@@M
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUOL
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam
sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan
Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:
1. SUARNO MANGGE BIN FADLUN MANGGE, NIK
7205040704570002, umur 70 tahun, agama Islam,
pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx
XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXxXxX, Kabupaten Buol, sebagai
Pemohon I;
2. NURMAYA BINTI RAUPU, NIK 7204024107710022,
umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX
xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx
XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXxxXX, Kabupaten Buol, sebagai
Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06
Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor
62/Pdt.P/2024/PA.Buol tanggal 06 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:
1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019, Pemohon | dengan
Pemohon Il melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah
orang tua Pemohon Il di XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten
Buol;
2, Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus
Jejaka dan Pemohon Il berstatus janda mati dan tidak sedang dalam
pinangan orang lain, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adik
kandung Pemohon Il Bernama Parman Raupu menikahkan sendiri para
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Pemohon, Bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki
agil baligh masing-masing bernama Jamrin dan Asis Timumun dengan
mahar sebesar 2 (dua) gram emas dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian

nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang

menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon II

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia

keturunan hingga saat ini;

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon I

tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon | tidak sedang dalam

ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga
yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon | dengan

Pemohon Il tersebut dan selama itu pula Pemohon | dengan Pemohon |l

tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku

nikah, karena perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak terdaftar

di Kantor Urusan Agama dengan alasan para Pemohon tidak

mendaftarkan pernikahannya sehingga buku nikah para Pemohon tidak

terbit;

7. Bahwa saat ini Pemohon | dengan Pemohon Il membutuhkan

buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon | dan

Pemohon Il serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dengan Pemohon II
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | PEMOHON 1 dengan

Pemohon || PEMOHON 2 yang dilangsungkan pada tanggal 07 Oktober

2019 di XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Buol;
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3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini
mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,para Pemohon hadir di
persidangan;
Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;
Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti-bukti berupa:
1. Bukti Surat.
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dengan
nomor 7205040704570002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Buol, tanggal 20 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Il, dengan
nomor 7204024107710022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Buol, tanggal 05 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Abdul Ghani Mangge,
dengan nomor 140/03.14/kades, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx
XXXXXXXX, tanggal 19 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Bukti Saksi.
1. Karman J. Bakulu bin Jakaria Bakulu, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah

Keponakan Pemohon I;
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- Bahwa saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il menghadap
di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon Il
menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon | telah menikah dengan
Pemohon |l pada tanggal 07 Oktober 2019 di XXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan para
Pemohon pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung
Pemohon Il yang bernama Parman Raupu karena bapak kandung
pemohon Il telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul
adalah Jamrin dan Asis Timumun;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon
Il pada waktu itu berupa 2 (dua) gram emas dibayar tunai dibayar
tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus duda dan
Pemohon Il berstatus janda;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,
semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk
menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang
keberatan atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai,
keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon Il
belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian
hukum perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il serta untuk
kepentingan hukum lainnya;
2. SAKSI 2 bin Abdul Muin Maru, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah

Keponakan Pemohon I;
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- Bahwa saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il menghadap
di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon | telah menikah dengan
Pemohon Il pada 07 Oktober 2019 di XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXX, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon Il
menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan para
Pemohon pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung
Pemohon Il yang bernama Parman Raupu karena bapak kandung
pemohon Il telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul
adalah Jamrin dan Asis Timumun;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon
Il pada waktu itu berupa 2 (dua) gram emas dibayar tunai dibayar
tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus duda dan
Pemohon Il berstatus janda;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,
semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk
menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang
keberatan atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai,
keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon Il
belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian
hukum perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il serta untuk
kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah seperti telah diuraikan di atas;
Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya
adalah bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama lIslam pada
tanggal 07 Oktober 2019 di XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten
Buol, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon Il bernama Parman Raupu
Raupu dengan mahar berupa 2 (dua) gram emas dibayar tunai, dibayar tunai,
dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Jamrin dan Asis Timumun, saat menikah
Pemohon | berstatus Jejaka dan Pemohon Il berstatus janda, antara para
Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum, serta belum pernah
bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam,
para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, sementara para Pemohon
membutuhkan kutipan akta nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon
I dan Pemohon Il serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah
mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu:
Karman J. Bakulu bin Jakaria Bakulu, dan SAKSI 2 bin Abdul Muin Maru;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas
nama Pemohon 1) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta
otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan
bahwa Pemohon | berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, oleh
karenanya Pemohon | merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas
nama Pemohon Il) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta
otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan
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bahwa Pemohon Il berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, oleh
karenanya Pemohon Il merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (asli Surat Keterangan Kematian atas
nama Abdul Gani Mangge) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai
akta di bawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian
sebagai bukti permulaan, membuktikan bahwa suami Pemohon | benar-benar
telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2013 di Puskesmas Ogotua
karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan
materiil sebagai saksi sesuai pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan
Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami
isteri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Oktober 2019 di
XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXxX, Kabupaten Buol, dengan wali nikah
saudara kandung Pemohon Il bernama Parman Raupu dengan mahar berupa 2
(dua) gram emas dibayar tunai, dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi
bernama Jamrin dan Asis Timumun, saat menikah Pemohon | berstatus duda
dan Pemohon Il berstatus janda, antara para Pemohon tidak ada larangan
menikah secara hukum, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini
para Pemohon masih tetap beragama Islam, dan para Pemohon membutuhkan
kutipan akta nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon | dan
Pemohon Il serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas
ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon II
pada tanggal 07 Oktober 2019 di XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX,
Kabupaten Buol, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon Il bernama
Parman Raupu karena bapak kandung pemohon Il telah meninggal dunia,
dengan mahar berupa 2 (dua) gram emas dibayar tunai dibayar tunai, dan
dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Jamrin dan Asis
Timumun;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus Jejaka dan
Pemohon Il berstatus janda mati;
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3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada larangan
menikah secara hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4, Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon |
dengan pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tetap beragama Islam,
tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon | tidak sedang dalam ikatan
perkawinan dengan perempuan lain;
6. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat status pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Ii;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon Il tidak
mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa Pemohon | dan Pemohon II membutuhkan buku nikah
tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon | dan Pemohon II
serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim
memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan
adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan
demikian Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu
perkawinan adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak,
yakni agama Islam;

Bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk
melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu, calon suami, calon
isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta syarat perkawinan yakni
adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta hukum pelaksanaan perkawinan
antara Pemohon | dan Pemohon Il, maka dinilai telah terpenuhi syarat dan
rukun perkawinan tersebut, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk
menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, sehingga
perkawinan tersebut sah menurut agama Islam;

Bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai
konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak
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suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain;
sementara pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il meskipun telah
dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena
tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon
sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat
memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Bahwa Hakim berpendapat antara ditolak atau diterimanya suatu
perkawinan tersebut, maka bahayanya adalah lebih besar apabila ditolak itsbat
nikahnya daripada dikabulkan itsbat nikahnya, karena dengan diterimanya
suatu perkawinan antara Pemohon | dan Pemohon II, maka secara otomatis
status anak mereka akan lebih jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai
peristiwa yang sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa Hakim berpedoman pada dalil dari I'anatut Thalibin juz IV
halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

9% g alog yuing aizue 455 bl TlSis Socall 99
Joas purnlivg s
Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan wanita harus
dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya
seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim
berpendapat bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah berhasil membuktikan
dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon | dan
Pemohon Il tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian petitum
angka 1 dan 2 permohonan Pemohon | dan Pemohon Il patut dikabulkan:;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “Tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sementara
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
menyebutkan: “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan
Nikah, Talak dan Rujuk”, oleh karena itu untuk memperoleh Akta Nikah guna
kepastian hukum perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il serta untuk
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kepentingan hukum lainnya, maka Hakim memerintahkan kepada para
Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Bunobogui;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para
Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.
Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (PEMOHON 1) dengan
Pemohon Il (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober
2019 di XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXxX, Kabupaten Buol;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan
tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bunobogu;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).
Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ramli
Ahmad, Lc sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mansyur,
S.H.l sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.
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Hakim Tunggal

ttd

Ramli Ahmad, Lc
Panitera Pengganti

ttd

Mansyur, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:
- Biaya PNBP :Rp 60.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,
- Biaya Proses :Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan :Rp 0,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 130.000,00 Drs. Arifin

(seratus tiga puluh ribu rupiah);
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